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PERATURAN MENTERI PERTAHANAN 

NOMOR 33 TAHUN 2008 
TENTANG 

PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA  
DI LINGKUNGAN DEPHAN DAN TNI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERTAHANAN, 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan     
Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, 
perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja di Lingkungan Dephan dan 
TNI; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4169); 

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara 
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4439); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
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25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/01/M/VIII/2005 
tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Departemen Pertahanan; 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 91/PMK.05/2007 
tanggal 30 Agustus 2007 tentang Bagan Akun Standar; 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG 

PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA DI 
LINGKUNGAN DEPHAN DAN TNI. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan : 
1. Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan adalah dana APBN yang 

dialokasikan kepada Menteri Keuangan/Bendahara Umum Negara sebagai 
Pengguna Anggaran selain dialokasikan untuk Kementerian Negara, yang 
dalam pelaksanaannya dapat diserahkan kepada Kementerian Negara/pihak 
lain sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. 

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat. 

3. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di 
lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan 
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual 
tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan 
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, yang 
pengelolaan keuangannya diselenggarakan sesuai dengan peraturan 
pemerintah terkait. 

4. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk 
melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara. 

5. Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari 
laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos 
laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2008, No.99 3

6. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang 
berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan penyusun laporan 
keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. 

7. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih 
entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung-
jawaban berupa laporan keuangan. 

8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah 
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan 
kualitas terukur. 

9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang menerima wewenang 
untuk mengelola keuangan negara. 

10. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan 
keuangan negara selama suatu periode. 

11. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan 
lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja 
yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN. 

12. Laporan Manajemen di bidang keuangan adalah laporan yang menyajikan 
informasi keuangan untuk membantu manajemen pemerintahan dalam 
pengambilan keputusan dan pengendalian yang berhubungan dengan 
pengelolaan keuangan. 

13. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasi 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode. 

14. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan 
pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. 

15. Pejabat Pengelola Keuangan adalah kepala pusat/direktorat/dinas keuangan 
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBN dan bertindak 
sebagai Bendahara. 

16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran di lingkungan Dephan dan TNI. 

17. Sistem Akuntansi Pemerintah, yang selanjutnya disebut SAP adalah 
rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen 
lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai 
dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan. 

18. Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh 
manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai 
dalam pencapaian efektivitas, efisien, ketaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan 
keuangan pemerintah. 
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19. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut SAP adalah 
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan 
laporan keuangan pemerintah. 

BAB II 
PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA 

Pasal 2 
Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, setiap Entitas 
Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan : 
a. laporan keuangan; dan 
b. laporan kinerja. 

Pasal 3 
Entitas Pelaporan di lingkungan Dephan dan TNI adalah Menteri Pertahanan 
selaku Pengguna Anggaran. 

Pasal 4 
(1) Setiap Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Dephan dan TNI 

merupakan Entitas Akuntansi. 
(2) Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 
 a. Unit Organisasi; 
 b. Kotama; dan 
 c.  Satker.  

BAB III 
KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN 

Pasal 5 
(1) Laporan Keuangan setidak-tidaknya terdiri dari : 
 a. laporan realisasi anggaran; 
 b. neraca; dan  
 c. catatan atas laporan keuangan. 
(2) Ilustrasi format Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas 

Laporan Keuangan disajikan pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran 
III penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan serta ketentuan SAP. 

Pasal 6 
(1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dan 

disajikan sesuai dengan SAP.  
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(2) Penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dihasilkan 
dari suatu Sistem Akuntansi Pemerintahan. 

(3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan 
laporan keuangan BLU bentuk ringkas. 

Pasal 7  

(1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang 
diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode 
sebelumnya.  

(2)  Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyajikan aset, utang, dan 
ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. 

BAB IV 

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 

Pasal 8  

(1) Ka UO/Pang/Dan/Ka Kotama/Ka Satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyusun laporan keuangan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN di lingkungannya dan secara 
berjenjang menyampaikannya kepada Menteri Pertahanan.  

(2) Menteri Pertahanan selaku Pengguna Anggaran menyusun laporan 
keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan menyampaikannya kepada 
Presiden melalui Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu direviu oleh 
Inspektorat Jenderal Dephan.  

(3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 
paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.  

(4) Untuk pelaksanaan pemeriksaan keuangan, laporan keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disampaikan pula kepada Badan Pemeriksa 
Keuangan. 

Pasal 9  

(1) Menteri Pertahanan memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian 
terhadap Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) 
berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta koreksi 
lain berdasarkan SAP. 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id

